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Salinan 
P U T U S A N

Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pelaihari  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di

Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Tanah  Laut,  tempat  tinggal  di

Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT,  umur  49  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,   pekerjaan

Karyawan Perusahaan PT. Bangun Kalimantan, tempat tinggal  di

Kabupaten  Gunung  Kidul  Propinsi  Daerah  Istimewa  Jogjakarta,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam  surat gugatannya tanggal  08 Agustus 2018

telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pelaihari  dengan  Nomor  521/Pdt.G/2018/PA.Plh  tanggal  08  Agustus  2018,

dengan dalil-dalil sebagai berikut : 

1. Bahwa  pada  tanggal  15  Februari  2013,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor:

43/13/II/2013 tanggal 16 Februari 2013);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Tanah Laut  selama lebih

kurang 3 tahun 7 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
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3. Bahwa  pada  awal  pernikahan,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’dadduhul)  namun  belum

dikaruniai  keturunan;

4. Bahwa  sejak  tahun  2014  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

perselisihan dan tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam rumah

tangga disebabkan antara lain: 

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat

karena  Tergugat   bekerja  yang  penghasilannya  hanya  untuk  dirinya

sendiri  tanpa  memperhatikan  Penggugat  dan  kehidupan  rumah

tangganya, dan bahkan Tergugat sangat perhitungan dalam memberikan

nafkah terutama setiap ia memberikan uang bulanan selalu  diungkit-

ungkit   seakan  ia  tidak  ikhlas  dalam  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat;

b. Tergugat  tidak  memperdulikan  Penggugat  dan  juga  anak  Penggugat

dari suami pertama Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri

daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya,  dan bahkan ia

tidak  pernah  menghargai  anak  Penggugat  dari  suami  pertama

Penggugat (anak tiri ) sehingga Ia sering marah dan tidak suka apabila

Penggugat  membelikan  barang  yang  berharga  untuk  anak-anak

Penggugat meskipun uang yang digunakan untuk belanja tersebut bukan

uang dari hasil pemberian Tergugat;

c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat da juga kepada anak-

anak  Penggugat  dan  bahkan  sering  melakukan  kekerasan  terhadap

Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2017, terjadi lagi cekcok mulut

antara  Penggugat  dengan  Tergugat yang  disebabkan  bahwa  saat  itu

Tergugat marah-marah sambil membentak anak Penggugat  dan berucap

kasar yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan kepada manusia  d

hadapan Penggugat, karena Penggugat merasa tidak terima atas perkataan

Tergugat terhadap anaknya, dan kemudian Penggugat langsung menegur

Tergugat  agar  tidak  berucap  yang  seperti  itu  terhadap  anak-anak

Penggugat, akan tetapi Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat

dengan benda tajam,  dan kemudian karena anak Penggugat merasa tidak
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terima  atas  sikap  Tergugat  yang  sudah  sering  melakukan  kekerasan

terhadap  Penggugat,  dan  kemudian  Tergugat  langsung  diusir  oleh  anak

Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah dan

tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal

hingga  sekarang  sudah  lebih  kurang  11  bulan  lamanya,  Tergugat  tidak

pernah memberikan nafkah wajib  kepada Penggugat,  dan juga Tergugat

maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan

Penggugat;

7. Bahwa  Penggugat  menyatakan  sudah  tidak  suka  dan  tidak  ridha  lagi

bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar

dengan  Penggugat  tersebut,  telah  cukup  alasan  bagi  Penggugat

mengajukan gugat cerai ini;

9. Bahwa Penggugat yang merupakan PNS pada Dinas Pendidkan Kabupaten

Tanah Laut telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana keputusan dari

Bupati  Kabupaten Tanah Laut  Nomor:  873.4/30-MDI/BKPSDM/2018  pada

tanggal 24 Juli 2018  tentang pemberian izin perceraian;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di atas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Pelaihari  Cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap  ke  muka  siding dengan  menyertakan  Surat  Ijin  Perceraian  dari

Bupati Tanah Laut Nomor:  873.4/30-MDI/BKPSDM/2018  pada tanggal 24 Juli

2018, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya,
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meskipun telah dipanggil  dengan patut  dan resmi,  sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan

Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya  untuk  bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/13/II/2013, tanggal 16 Februari

2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten

Tanah  Laut,  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  sesuai  dengan

aslinya (P.1);

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Penggugat  Nomor:  XXXXXXXX,

tanggal  15  Februari  2013,  yang  dikeluarkan oleh   Kepala  Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi  Surat  Pemberian  Izin  Perceraian  Nomor:  873.4/30-

MDI/BKPSDM/2018,  tanggal  24  Juli  2018,  dari  Kepala  Bupati  Tanah

Laut,  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  sesuai  dengan  aslinya

(P.3);

B. Saksi: 

1. SAKSI  I,  umur  55  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat  karena saksi

bertetangga;

 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat  pada tahun 2013;
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 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  bersama  di  Kabupaten  Tanah  Laut dan belum  dikaruniai

keturunan; 

 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,

namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

karena  Tergugat  sering  bersikap  egois  dan  kasar  terhadap

Penggugat  seperti  memukul  wajah  Penggugat  dan  Tergugat  juga

tidak rukun dengan anak bawaan Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih

1 tahun;

 Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah

mengusahakan rukun;

 Bahwa saksi mengusahakan rukun namun tidak berhasil; 

2. SAKSI  II,  umur  51  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,

pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat  karena saksi

bertetangga;

 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat  pada tahun 2013;

 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  bersama  di  Kabupaten  Tanah  Laut dan belum  dikaruniai

keturunan; 

 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,

namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

karena  Tergugat  sering  bersikap  egois  dan  kasar  terhadap

Penggugat seperti memukul wajah Penggugat hingga gigi Penggugat

lepas;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih

1 tahun;

 Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah

mengusahakan rukun;

 Bahwa saksi mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,  dan

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan

bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada

berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  telah

mendapat surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati

Tanah Laut  Nomor:  873.4/30-MDI/BKPSDM/2018  pada tanggal  24  Juli  2018

(bukti bertanda P.3),  sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat

(1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  jo  Pasal  3  Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat, Penggugat

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan

Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda ( P.1) berupa foto

kopi  sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik,  karena dibuat oleh

Pejabat  yang  berwenang  dan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan

yang  berlaku,  sehingga  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna

sebagaimana bunyi  Pasal  285 R.Bg,  selama tidak dibuktikan kepalsuannya,

oleh  karena  itu  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  hubungan  hukum  antara

Penggugat dan Tergugat  adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

Penggugat  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  meskipun  telah  dipanggil  dengan  resmi

dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak

datangnya  Tergugat  tersebut   disebabkan  sesuatu  alasan  yang  sah,  maka
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harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, jo. Peraturan

Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  Pasal  26  gugatan  Penggugat  diperiksa  dan

diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Menimbang,  bahwa  sebagai  upaya  perdamaian,  Majelis  telah

menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,

namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  pada  pokoknya  memohon

kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara

lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam

duduk  perkara  di  atas  adalah  telah  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana

sebuah  surat  gugatan,  sehingga  perkaranya  dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak

memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalill-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah  menghadirkan  saksi-saksi  yang  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana  diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  dari  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat

ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,

oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat

di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain,

majelis  hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  dalam  perkara  ini  yang  dapat

disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah

dan belum dikaruniai keturunan;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sejak  tahun  2014  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap egois dan

kasar terhadap Penggugat seperti memukul wajah Penggugat dan Tergugat

juga tidak rukun dengan anak bawaan Penggugat;
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 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama

kurang lebih 1 tahun;

 Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;

 Bahwa keluarga tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa dari  fakta yang terungkap di persidangan tersebut

ternyata  telah  memenuhi  alasan  perceraian  menurut  hukum  sebagaimana

ketentuan Pasal 19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak

senang  lagi  bersuamikan  Tergugat,  dan  tidak  bersedia  lagi  kumpul,  maka

terhadap  hal  ini,   Majelis  berpendapat  bahwa  ketidaksenangan  Penggugat

tersebut  mencerminkan  kebencian  Penggugat  terhadap  Tergugat  telah

memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan

kemudharatan  yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum

Islam yang selanjutnya  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis,  sebagaimana

termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II  halaman 208, Ibnu Sina dalam

Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut; 

أسباب                 حسم لن وجه كل من ذلك يسد ل وأن ما سبيل الفرقة إلى يكون أن ينبغى

   . مال          الطبائع من أن منها والخلل الضرر من وجوها يقتضى بالكلية الفرقة إلى التوصل

 (  ) وتنغصت           الخلف أي الشرالنبو زاد بينهما الجمع فى اجتهد فكلما الطبائع بعض يألف

المعايش

Artinya  :"Seyogyanya  jalan  untuk  bercerai  itu  diberikan  dan  jangan  ditutup
sama  sekali,  karena  menutup  mati  jalan  perceraian  akan
mengakibatkan  beberapa  bahaya  dan  kerusakan.  Diantaranya  jika
tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika
dipaksakan  untuk  tetap  berkumpul  diantara  mereka  berdua  justru
akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  Majelis

berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri  in

casu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari

perselisihan tersebut   antara  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  rumah  hingga

sekarang selama 1 tahun, dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

sanggup merukunkan keduanya, maka dapat dinyatakan bahwa  perkawinan

tersebut  telah pecah  (broken marriage),  sehingga tidak ada harapan untuk
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hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt),

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah

dan  salah  satu  pihak  atau  keduanya  telah  minta  cerai,  bahkan  Penggugat

menyatakan tidak senang lagi kepada Tergugat, maka tidaklah mungkin secara

hukum  dipaksakan  kepada  Penggugat  untuk  bertahan  dalam  ikatan

perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di

atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan

Tergugat  karena beralasan  dan telah  terbukti  menurut  hukum maka,  sesuai

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan

Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  Penggugat  telah  dikabulkan  dan

perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal  119 ayat (2)

huruf  (c)  Kompilasi  Hukum Islam,  perkawinan  Penggugat  dengan Tergugat

harus diputuskan  dengan menjatuhkan talak satu bain sughra; 

Menimbang,  bahwa  dengan  diputuskannya  perceraian  Penggugat

dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo  Pasal  35 ayat  (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  akan  memerintahkan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari  untuk mengirimkan salinan putusan ini

setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

yang  meliputi  tempat  kediaman  Penggugat  dan  Tergugat  serta  tempat

perkawinan dilangsungkan; 

Menimbang, bahwa perkara  a quo termasuk dalam bidang perkawinan,

maka sesuai  ketentuan Pasal  89 (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  dengan resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughro  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi

bertepatan dengan tanggal  21 Muharam 1440 Hijriah, oleh  Fattahurridlo Al

Ghany,  S.HI.,  M.SI.  yang  ditetapkan  Ketua  Pengadilan  Agama  Pelaihari

sebagai  Ketua  Majelis,  Ita  Qonita,  S.HI. dan  Rashif  Imany,  S.HI.,  M.SI.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  beserta  Hakim  Hakim

Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Wahyu  Aulia,  S.H. sebagai  Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,
ttd,

Ita Qonita, S.HI.  

Ketua Majelis,
ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.
Hakim Anggota,

ttd,
Rashif Imany, S.HI., M.SI.  

Panitera Pengganti,
ttd,

Wahyu Aulia, S.H.
Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp    30.000,00 
2. Proses : Rp    50.000,00
3. Panggilan         : Rp  290.000,00
4. Redaksi               : Rp      5.000,00
5. Materai              : Rp      6.000,00 +

      Jumlah       Rp   381.000,00

Pelaihari, 01 Oktober 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,
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H. Gazali, S.H
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